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Konsep Model Tiga Lini

Pimpinan Kemenkeu harus mengarahkan
penerapan SP| secara efektif dan efisien
melalui:

J penguatan integritas;

O kepemimpinan yang kondusif;
O komunikasi yang transparan; dan

O pengawasan atas fungsi audit intern.

PIMPINAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon|,
Pimpinan Unit Organisasi Non-Eselon, dan Staf Ahli

Integritas, Kepemimpinan, Transparansi, dan Pengawasan

Manajemen berada pada:

MANAJEMEN

=

v |

AUDIT INTERN

LINI KETIGA

, wisu) ueljepusbuag ,
weysig uedesauad 1ex19) uesemebuag nejejuep ueesyjieweg

LINI PERTAMA
— T = LINI KEDUA
O kantor pusat UE I; Manajemen Inspektorat Jenderal
) . . Operasional i SP(::'LU
U unit organisasi non-Eselon yang
bertanggung jawab kepada Menkeu;
. . . . Msimncang, Asurans Independen
Q unit organisasi non-Eselon lainnya, Menerapkan, Pemantauan dan Kanaultanel
Memperbaiki, dan Penerapan P
termasuk BLU; Mengembangkan Sistem Pengendalian Sist meg emp?:‘a"an
. . . Sistem Pengendalian Intern o I etnge
U instansi vertikal, dan/atau Intern i
O unit pelaksana teknis
* : : : : : Delegasi, Mengarahkan, Keselarasan, Komunikasi,
) pimpinan unit organisasi, selain pimpinan unit Akuntabilitas,
Eselon] dan ENSW. tarmasukLini Pertama: Menyediakan Sumber Pelaporan “ Koordinasi, dan Kolaborasi

Daya, dan Pengawasan

Sumber: KMK-322/KMK.09/2021 - Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu

>
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Manajemen Operasional selaku Lini Pertama P

DJPb
I Tugas dan Tanggung Jawab:

melakukan perbaikan SPI

merancang SPI yang memadai

mengembangkan SPI serta aplikasi

pendukung proses bisnis
memimpin, mengarahkan, dan

mengorganisasikan kegiatan dan sumber
daya

g‘f
memastikan kepatuhan terhadap hukum,
peraturan, dan nilai-nilai etika
menjaga komunikasi yang berkelanjutan
dengan Pimpinan Kemenkeu melakukan pemantauan SPI melalui
pemantauan berkelanjutan serta tindak lanjut
melakukan identifikasi dan analisis atas risiko rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya
(termasuk risiko fraud), serta menuangkannya
dalam matriks risiko dan pengendalian dapat melakukan diskresi yang sesuai
ketentuan perundang-undangan mengenai
Administrasi Pemerintahan

menerapkan SPI sepanjang waktu
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LINI KEDUA DIPIMPIN oleh pejabat 1 tingkat di bawah
pimpinan unit kerja berkenaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

a. mengevaluasi matriks risiko dan pengendalian
(RCM)

b. mengembangkan perangkat pemantauan SPI

¢. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas
penerapan SPI, termasuk penerapan kode etik
melalui evaluasi terpisah

d. mengusulkan perbaikan rancangan SPI
berdasarkan hasil pemantauan

e. melaporkan hasil pemantauan SP| kepada
pimpinan unit kerja, pimpinan UKI-Il, pimpinan
UKI-I, Inspektur Jenderal, dan/atau Kepala
Satuan Pengawasan Intern

TUGAS LAINNYA dilaksanakan berdasarkan:

= arahan Pimpinan Kemenkeu; dan/atau

» hasil pembahasan dan kesepakatan antara Lini
Pertama, Lini Kedua, dan Lini Ketiga.

S

UKI Selaku Lini Kedua

. Kantor pusat unit Eselon |

Unit organisasi non-Eselon yang bertanggung
Jjawab secara langsung kepada Menkeu

Unit organisasi:

= instansivertikal unit Eselon | setingkat Eselon |l

* yang bertanggung jawab kepada Menkeu melalui pimpinan unit
Eselon | atau secara administratif bertanggung jawab kepada
pimpinan unit Eselon |

Unit organisasi non-Eselon, yang bertanggung jawab kepada:
Menkeu melalui pimpinan unit Eselon |;
Menkeu dan secara administratif berada di bawah pimpinan unit
Eselon |;
pimpinan lembaga nonstruktural melalui Menkeu yang
dilimpahkan kepada pimpinan unit Eselon |; atau

Unit Pelaksana Teknis, yang:
* bertanggung jawab kepada pimpinan unit Eselon |
=  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

instansi vertikal unit Eselon | setingkat Eselon II|

UPT yang bertanggung jawab kepada pimpinan unit Eselon ||

UPT yang bertanggung jawab kepada pimpinan unit Eselon | dan

secara administratif dibina oleh pimpinan kantor vertikal unit Eselon |
setingkat Eselon Il

*) UKI-I dan UKI-Il dapat melakukan pemantauan SPI pada kantor vertikal di bawahnya

Inress)
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1. Pemantauan Pengendalian Intern (KMK-477/KMK.09/2021)
- Pemantauan tingkat entitas & aktivitas
- Pemantauan penegakan integritas & nilai etika (PPINE)

2. Pengendalian Gratifikasi (PMK-227/PMK.09/2021)
- UKI bertugas sebagai unit pelayanan dan informasi (helpdesk) serta
pengelolaan pengendalian gratifikasi

3. ZI menuju WBK/WBBM (Permenpan 90 Tahun 2021 dan KMK-
370/KMK.01/2021)

- Penilaian ZI Menuju WBK/WBBM

- Pemantauan dan Evaluasi

4. Pengelolaan Pengaduan (KMK-149/KMK.09/2011)
- Menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan WISE

5. Penilaian Maturitas SPIP (Per-BPKP No.5 Tahun 2021)
- Penilaian Mandiri atas Maturitas SPIP unit kerja

6. Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi
(KMK-695/KMK.01/2017)

Tugas Mandatory UKI P

DJPDb

7. Penilaian PIPK (PMK-17/PMK.09/2019)
- Pemantauan tingkat entitas & aktivitas

8. Pendampingan Pemeriksaan/Pengawasan/Monev BPK/APIP &
Pemantauan TL Hasil Pengawasan
(PMK OTK & PMK TKPI/PMK-109/PMK.01/2021)

9. Pendampingan Pemeriksaan, serta Pemantauan dan Evaluasi tindak
lanjut rekomendasi hukuman disiplin (PMK-97/PMK.09/2018)

10. Pelaksanaan konseling pegawai bersama dengan Bagian SDM dan Unit
asal konseli (SE-44/MK.01/2020)

11. Pemantauan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (PMK
207/PMK.06/2021)

12. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (PMK-222/PMK.01/2021 & KMK-
105/KMK.01/2022)

13. Kerangka Kerja Integritas (KMK-323/KMK.09/2021)
serta tugas lain seperti koordinasi Survei Penilaian Integritas, reviu gerakan

efisiensi, penilaian kearsipan, penilaian PUG, & tugas-tugas yang
dimandatorykan oleh kebijakan/peraturan di unit Eselon | masing-masing
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Chief of Treasury and
Financial Advisor (COTF)

|
Internal Control :
|
|

Officer
(Pelaksana UKI) L

Operational Financial Advisor
Treasury Division Division
Legend:
mmmmm  Garis Struktur SO KPPN Area Pemantauan
Alur Tanggung jawab/
Pelaporan IC Officer/ UKI Division

Alur Tanggung Jawab Internal Control Officer SO pada KPPN ))

DJPDb

Pengelolaan Risiko

Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)

m Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)

m> Pemantauan dan penegakan kode etik
> Pemanfaatan Fraud Risk Scenario dan penyusunan profil
pegawai
m koordinasi penyusunan pakta integritas pegawai
> Pengelolaan Gratifikasi dan Pengaduan serta monitoring
LHKPN
koordinasi penyusunan, pengembangan dan pelaporan
inovasi unit kerja
koordinasi penyusunan dan monitoring pemenuhan
dokumen ISO, WBK/WBBM
m> Penugasan lainnya yang diberikan oleh COTF

INDONESIAN TREASURY 6




Alur Tanggung Jawab Internal Control Unit SO pada Kanwil DIPb P

DJPDb

Pengelolaan Risiko
Kepala Kanwil DJPb/

inteinal CEO of Regional Treasury
Cont:?lalnit ' Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
(Kasi KI)
m Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)
m> Pemantauan dan penegakan kode etik
= w Pemanfaatan Fraud Risk Scenario dan penyusunan profil
Division of Finance .
Division of and Accounting (Div. pegawai
Division of Regional FA)
sf:cﬁf;n Ai;"l;:":‘a‘: - Division of w koordinasi penyusunan pakta integritas pegawai
Performance
(Div. BE) Advisory (Div. Management and
REA) Delivery Pg"it (Div. > Pengelolaan Gratifikasi dan Pengaduan serta monitoring
) LHKPN
Division of Division of Division of Human | : N\ —
Standardizati Accounting D”e:?es::;:(m Lege"g-a — koordinasi penyusunan, pengembangan dan pelaporan
on of Treasury and Data o:RD) ’ Alur inovasi unit kerja
Capacity (Div. Analytics (Div. S—"Tanagung — —
STC) AccDA) e s koordinasi penyusunan dan monitoring pemenuhan
| Rl Pemaritauan dokumen 1SO, WBK/WBBM
Relation, and Division - - - -
Protocol (Div. GPP) | m> Penugasan lainnya yang diberikan oleh CEO of Regional
‘ = Treasury
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Hubungan Internal Control Officer, Internal Control Unit dan
Pimpinan UKI I pada Sekretariat D

JPb

Pimpinan UKI I/ Sekretaris

DJPb

Kepala Kanwil DJPb/

Chief Eksekutif Officer (CEO)

pada SO

Kepala Bidang SKKI

Kepala Seksi Kl/ Internal
Control Unit

Kepala KPPN/ /
Chief of Treasury and
Financial Advisor (COTF)
pada SO

Kepala KPPN/ /
Chief of Treasury and

Kepala Seksi MSKI/VeraKi/
Pimpinan UKI KPPN

Pelaksana UKI/

Internal Control Officer

pada SO

Garis Struktur

Control Unit /UKI

Jabatan Intrernal Contol

Officer/ Unit/ UKI

Alur Tanggung Jawab/ Pelaporan Internal

Financial Advisor (COTF)
pada SO

Kepala Seksi MSKI/VeraKi/
Pimpinan UKI KPPN

Pelaksana UKI/
Internal Control Officer
pada SO

Kepala KPPN/ /
Chief of Treasury and
Financial Advisor (COTF)
pada SO

Kepala Seksi MSKI/VeraKi/
Pimpinan UKI KPPN

Pelaksana UKI/
Internal Control Officer
pada SO

(irTre:

DJPDb

Pelaporan Internal Control Officer
(Pelaksana UKI KPPN) dapat langsung
ke Internal Control Unit ( Kasi Kl
Kanwil DJPb) dan Kepala KPPN/ Chief
of Treasury and Financial Advisor
(COTF) pada SO

Pelaporan Internal Control Unit pada
Kanwil DJPb pada SO dapat langsung
Ke Kepala Kanwil DJPb/ Chief
Eksekutif Officer (CEQ)
Meningkatkan Independensi UKI
dalam melakukan pemantauan
terutama untuk probis yang ada
dalam satu bidang (STA dan SPB pada
bidang SKKI) dan satu seksi
(Manajemen Satker pada KPPN A1l
dan Verifikasi Akuntansi pada KPPN
A2).

Meningkatkan posisi UKI dalam
melakukan pemantauan.
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KEMENTERIAN CEUANGAN
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